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Skripsi berjudul “Implementasi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi 
Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 
Provinsi Sumatera Utara)” atas nama Candra Suyatmiko. Dibawah bimbingan 
Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Hendra Harmain, S.E, M.Pd dan Pembimbing II 
oleh Bapak Rahmat Daim Harahap, S.EI,. M. Ak. 
Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan 
program Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, 
berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan 
lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui 
jalur musyawarah. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penelitian ini dilaksanakan 
di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi 
Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran pelaksanaan dan 
Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil deskripsi didapat melalui 
memdandingkan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014 dengan kegiatan lapangan 
yang sesunggungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
Alokasi Dana Desa di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 
Serdang Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan sesuai RKP namun belum berjalan 
secara optimal sesuai Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014. Berdasarkan 
Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014,ecara garis besar peneglolaan Alokasi Dana 
Desa sudah akuntabel dan transparan pada tahapan perencanan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Didukung dengan 
masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam musyawarah samapai dengan 
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Pedoman  transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 













































































1.  Vokal Tunngal 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ   Fatḥah A A 
  َ   Kasrah I I 
  َ   Ḑammah U U 
 
2. Vokal Rangkap 
 
Tanda Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي ...   َ   Fatḥah dan ya Ai A dan I 
و ...   َ   Fatḥah dan wau Au A da W 
 
Contoh: 
ينسح:  Ḥusain لوح:  Ḥaul 
 
C. Vokal Panjang 
 
Tanda Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
اــ  Fatḥah dan alif ā 
a dan garis 
di atas 
ـ يـ Kasrah dan ya ī I dan gari di atas 
ــ و Ḑamah dan 
wau 
ū 
u dan garis 
di atas 
 
D. Ta’ Marbūţah 
 
Transliterasi ta’ marbūţah (ة) di akhir kata, bila dimatikan ditulis h. 
Contoh: 
ةأرم  :mar’ah  ةسردم : madrasah 
(ketentuan in itidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan 





      
Shiddah/Tashdīd di transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf 
yang sama dengan huruf bershaddah itu. 
 Contoh: 
     راّنب  : Rabbanā             لﹼوﺸ : Shawwāl  
F. Kata Sandang Alif + Lām 
 
Apabila diikuti dengan huruf qamariyah, ditulis al. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya 
kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.1 Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian 
kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah. Dalam perkembangan otonomi 
daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan 
masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi 
masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta 
bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama 
warga desa. 
Sejak diluncurkannya program Dana Desa oleh pemerintah guna untuk 
pembangunan desa, perkembangan dana desa semakin pesat dengan pengalokasian 
dana desa yang cukup besar dilihat dari jumlah alokasi dana desa setiap tahunnya. 
Pada tahun 2016 alokasi dana desa di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan 
kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.375.496.000, Tahun 2017 alokasi dana desa 
sebesar Rp.364.192.000 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 419.925.000. Menurut 
Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 
2015, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak 
tradisional yang diakui dan dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.2 
                                                             
1 Undang-Undang No Pemerintah Daerah. 32 Tahun 2004 Tentang. 
2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 





Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna 
mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan 
masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pembangunan desa memerlukan 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.3 Dalam pembangunan desa 
masyarakat harus dilibatkan dengan cara bergotong royong dan kebersamaan ini 
sebagai wujud pengamalan pancasila. Menurut PP RI No. 60 tahun 2014, Dana 
Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Angaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.4 
Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa  yang disalurkan ke masyarakat desa 
untuk kesejahteraan masyarakat.5 Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau 
disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 
2007 Tentang pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 meyatakan bahwa, 
Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten /kota yang bersumber dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang yang diterima kabupaten/kota untuk 
desa paling sedikit 10%.6 Menurut pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014, 
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib 
penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, 
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, 
keberagaman, partisipatif dari semua lapisan.7 Terdapat sanksi tegas jika salah satu 
unsur Undang-Undang diatas tidak dijalankan. Pemberian dan implementasi ADD 
                                                             
3 Arista widiyanti,” Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana 
desa”,Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 2. 
 
4 Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber  Dari 




6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
 





kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana 
pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus 
meningkatkan pasrtisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, 
transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip good 
governance, diantaranya partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, 
tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan 
informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, 
peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, 
akuntabilitas, serta adanya visi strategis.8 
Prinsip akuntabilitas dimulai dari perencanaan, pelaksanaan atau pengelolaan 
dan pertanggung-jawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi 
responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan 
untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagiannya. Konsep inilah yang membedakan 
adanya kegiatan yang terkendali (controllable activies) dan kegiatan yang tidak 
terkendali (uncontrollable activies). 9 
Menurut Ayu Lomang dalam Lisa Nasehatun Nafidah, Nur Annisa menjelaskan 
bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban 
atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu 
unit organisasi kepada pihak yang memmiliki hak atau berwenang meminta 
pertanggung-jawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu 
sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, 
serta dapat dipertanggung-jawabkan).10 Akuntabilitas dalam pemerintah desa 
sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Lisa Nasehatun Nafidah, Nur 
Annisa) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung 
jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah 
pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung-jawaban yang dimaksud adalah 
masalah finansial Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan 
                                                             
8 Arista Widiyanti,” Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana 
desa”,Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 7. 
9 Ibid., h. 6. 
10  Lina Nasehatun Nafidah, Nur Annisa. “ Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di 





Dana Desa (DD) termasuk komponen didalammya.11 Implementasi Alokasi Dana 
Desa (ADD) diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota 
dan desa. Selain itu ADD ini diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh aparat 
desa dengan melibatkan masyarakat. ADD sebagai bantuan stimulan atau dana 
perangsang untuk mendorong dalam membiyai program penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat .12 
Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap 
penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam 
membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini mengingat bahwa 
desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapatkan bantuan 
keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi 
pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap 
desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya 
dilakukan secara mandiri.13 Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 
2014 tentang desa.14 Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan 
pada Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintah 
desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. 
Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan  pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 
desa.15 Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan 
dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari 
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kuat lemahnya partisipasi masyarakat.16 Fenomena yang terjadi di Desa Amplas 
Kecamatan Percut Sei Tuan adalah di desa tersebut ada lokasi jalan yang masih 
rusak sehingga ketika hujan jalan akan susah untuk dilewati. Melihat kejadian ini 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa  Amplas. Berdasarkan latar 
belakang yang dipaparkan diatas peneliti mengangkat judul tentang  
“Implementasi  dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi 
Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 
Provinsi Sumatera Utara)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di desa 
Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang sudah berjalan 
optimal? 
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 
2018  di Desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang 
? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 
desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang. 
2. Untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahun 2017 di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten 
Deli Serdang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan  
dan pertanggung-jawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan serta 
mengoptimalkan lagi implementasi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD). 
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2. Bagi penelitian Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan dan salah satu acuan 
peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian tentang 
pengelolaan ADD. 
3. Bagi Masyarakat Desa 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan 
bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat 































A. Konsep Implementasi 
1. Pengertian Implementasi 
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses 
kebijakan publik (publik policy process) sekaligus studi yang sangat crucial. 
Bersifat crucial karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak 
dipersiapkan dan direncanakan secara baik implementasinya, maka tujuan 
kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo dalam jurnal Annivelorita).17 
Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dikemukakan oleh 
Lineberry (dalam jurnal Annivelorita) yang memberi pernyataan bahwa 
implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh 
individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam 
keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi 
kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau 
perumusan kebijakan dan dampak actual. Studi implementasi adalah studi 
perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan 
bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari 
kehidupan politik, bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik 
menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi-
motivasi mereke bertindak seperti itu, dan apa motivsi lain yang mungkin 
membuat mereka bertindak secara berbeda ( Jenkins dalam Wayne Person ).18 
Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk 
memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa 
dampak yang timbul dari kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan 
tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji 
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faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi 
kebijakan tersebut.19 
 
2. Faktor-Faktor Implementasi 
Model Edward III (dalam Annivelorita ) mengajukan empat faktor atau 
variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi 
kebijakan. Empat variabel atau faktor antara lain meliputi:20 
a. Faktor Komunikasi; diartikan sebagai proses penyampaian informasi 
komunikator kepada komunika. Komunikasi kebijakan berarti 
merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 
kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi akan berjalan 
efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang 
dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam 
pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan 
dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para 
pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan 
perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara 
tepat ukuran maupun kebijakan tujuan itu. 
b. Faktor Sumber Daya; meliputi sumber daya manusia, sumber daya 
alam, sumber daya keuangan, sumber daya  peralatan (gedung, 
peralatan, tanah, dan suku cadangan lain) yang diperlukan dalam 
melaksanakan kebijakan. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan 
konsistensi implementasi program dan bagaimana akuratnya 
komunikasi dikirim. Jika personal yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan 
tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian 
dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 
mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber 
terkaut dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang 







menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang 
diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung serta 
yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana 
dan sarana prasarana sumber daya manusia yang tidak memadai 
(jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya 
program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan 
pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan maka 
hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para 
pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya 
manajemen SDM yang baikagar dapat meningkatkan kinerja program. 
c. Faktor Diposisi; merupakan kemauan, keinginan, dan kecendrungan 
para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan secara 
sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat 
diwujudkan. 
d. Struktur Birokrasi; keberhasilan implementasi kebijakan kompleks, 
perlu adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Membahas 
badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur 
birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan 
pola-pola hubunganyang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan 
eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata 
dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 
 
B. Akuntabilitas  
1. Akuntabilitas Publik 
Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 
yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel, partisipasif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.21 Menurut Standar Akuntansi 
Pemerintahan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan 
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas 
                                                             






pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan  secara periodik.22 
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 
pemberi amanah (participal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut.23 
Menurut Mardiasmo Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:24 
a. Akuntabilitas verikal (vertical accountability) 
Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih 
tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada 
pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada 
pemerintah pusat , dan pemerintah pusat kepada MPR.  
b. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) 
Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks 
organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian 
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial 
pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan 
tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi 
subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. 
Turner and Hulme dalam Mardiasmo, Akuntabilitas merupakan konsep 
yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari memberantas korupsi. 
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sector 
publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal 
(horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertical (vertical 
accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat 
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laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga 
sektor publik.25 
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 
terdiri atas beberapa dimensi. Ellywood dalam Mardiasmo menjelaskan 
terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi 
sektor publik, yaitu:26 
a. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkain dengan 
penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 
akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan 
adanya kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang 
diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.  
b. Akuntabilitas Proses 
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 
sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan 
prosedur administrasi. Akuntanbilitas proses termanifestasikan 
melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan  murah 
biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya memeriksa ada 
tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, 
serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan 
mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. 
Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan 
pemeriksaan teerhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-
proyek publik.  
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c. Akuntabilitas Program 
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan 
yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 
mempertimbangkan alternatif program memberikan hasil yang 
optimal dengan biaya minimal. 
d. Akuntabilitas Kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 
pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang 
diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
 
Menurut Mardiasmo ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan 
keuangan daerah, yaitu:27 
a. Prinsip Transparansi atau keterbukaan, transparansi disini 
memberikan arti bahwa angota masyarakat memiliki hak dan akses 
yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut 
aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup masyarakat banyak. 
b. Prinsip Akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip 
pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran 
dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-
benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD 
dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk 
mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. 
c. Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok 
dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisien dan efektif. 
Ekonomis yaitu pemilihan dan pengunaan sumber daya dalam jumlah 
dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah 
penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu 
yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan 
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bahwa penggunaan anggaran tersebut mencapai target atau 
kepentingan masyarakat. 
Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan  pemerintah 
desa dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya tergantung 
bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 
pengelolaan ADD. Untuik mendukung keterbukaan penyampaian informasi 
secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang 
papan informasi kegiatan untuk setiap kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk 
mewujudkan implementasi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) diperlukan kepatuhan pemerintah untuk melaksanakan ADD sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah 
Menurut Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman, akuntabilitas merupakan 
spirit (ualitas) akuntansi syariah.28 Konsep akuntabilitas sangat terkait dengan 
tradisi islam tentang tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam tradisi islam , 
manusia adalah khalifahtullah fil ardb ( wakil Allah di bumi) dengan  misi 
khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola 
bumi berdasarkan keinginan tuhan. Artinya, lanjut Triyuwono dalam Aji Dedi 
Mulawarman manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan etika syariah, 
konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan. Akuntabilitas 
seperti disebut Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman sebagai premis utama 
dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal. Namun harus diakui bahwa tugas 
manusia adalah tugas yang membumi, yang dalam konteks mikro dapat diartikan 
sebuah entitas bisnis telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan 
alam.29 Dalam konsep ini bahwa seseorang yang diberikan amanah atau jabatan 
di dunia ini harus dipertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan, di 
pertanggungjawabkan dihadapan  manusia selaku pimpinan maupun masyarakat 
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dan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang 
diberikan. 
Prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu:30 
a. Pertanggungjawaban (Accountability) 
Prinsip petanggungjawaban (accountability), merupakan konsep yang 
tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.Pertanggungjawaban 
selalu berkaitan dengan amanah. Bagi kaum muslim, persoalan 
amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai 
dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT untuk 
menjalankan fungsi kekhalifahan dimuka bumi. Inti kekhalifahan 
adalah menjalankan atau menunaikan amanah. 
b. Prinsip Keadilan 
Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 282.31 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, 
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari 
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.Janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 
lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan 
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
muamalahmu itu), kecuali jika muaamalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual 
beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika 
kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 
suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-
Baqarah: 282) 
Menurut penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah: 282 terkandung 
prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan 
sosial dan bisnis, dan nilah inheren yang melekat dalam fitrah 





kapasitas dan energy untuk berbuat adil dalam setiap aspek 
kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam 
ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh setiap instansi harus 
dicatat dengan benar tanpa memihak. 
c. Prinsip Kebenaran 
Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. 
Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah 
pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan 
dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini 
akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, 
dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, 
pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan 
keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis 
besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah 
dapat diterangkan. 
Pada hakikatnya apa yang ada dimuka bumi ini adalah milik Allah SWT 
yang harus di kelola manusia sebagai khalifah. Kedudukan manusia sebagai 
khalifah akan terwujud secara  maksimal jika ditunjang dua faktor . 
a. Kualitas manusia, yang berkenaan dengan keterampilan dan keahlian 
dalam bidang yang ditekuninya. 
b. Kepribadian mandiri yang dikendalikan oleh iman. Kedudukan iman 
ini sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan pendakian 
menjadi seorang yang beruntung di dunia dan akhirat dalam 








Allah SWT berfirman Q.S Al-Baqarah (2): 30.32 
           
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” 
Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui.”. (QS Al Baqarah : 30)  
Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui 
pertangungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama. 
 
C. Defenisi Desa 
Menurut Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
No. 5 Tahun 2015, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 
dan hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.33 Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut 
adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat 
dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pembanguan 
                                                             
34 Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Al-Quran (Bandung: Al-
Hambra, 2014), h. 6. 
33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 






desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.34 Dalam 
pembangunan desa masyarakat harus dilibatkan dengan cara bergotong royong dan 
kebersamaan ini sebagai wujud pengamalan pancasila yang diselenggarakan oleh 
pemerintah desa. 
Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa sebai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
Pemerintahan desa adalah peneyelenggaraan urursan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Permendagri No. 113 Tahun 2014)35. Pemerintah desa berfungsi sebagai 
subsistem dari system administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga desa 
memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengelola 
kepentingan masyarakat mereka sendiri ( Hehamahua dalam Riska Apriliana ).36  
Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas 
keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan desa 
diharapkan terjadi dimasa depan (visi desa). Menurut Permendesa No. 22 Tahun 
2016 Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa tertinggal atau sangat tertinggal, 
desa berkembang, dan desa maju atau mandiri .37 
Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah 
bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak 
berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta 
mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal adalah desa 
yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau 
kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 
kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 
                                                             
34 Arista Widiyanti,” Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana 
desa”,Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 2. 
 
35 Peraturan Menteri Dalam  Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
 
36 Riska Apriliana, “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good 
Governance”, Skripsi IAIN Surakarta. 2017, h. 35. 
 
37 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 






Desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki 
potensi sumber dsaya sosial, ekonomi dan ekologi tetatpi belum mengelolanya 
secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan  masyarakat desa, kualitas hidup 
manusia dan menanggulangi kemiskinan. 
Desa maju adalah desa  yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi 
dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa, kualitas hifup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa 
Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan 
desa dan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara 
berkelanjutan  
 
D. Pendapatan dan Belanja Desa 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi 
pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran  pembiayaan 
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PINDAHAN SALDO 
(SEMESTER PERTAMA ) 
        
                                                             
38 Eka Nurmala Sari, Akuntansi Sektor Publik, (Medan: Perdana Publishing, cet 2, 2017), 
h. 189. 
Tabel 2.1 
Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa 











1       PENDAPATAN         
1 1     Pendapatan Asli Desa         
1 1 1   Hasil Usaha         
1 1 2   
Swadaya,  Partisipasi dan 
Gotong  Royong 
        
1 1 3   
Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang sah 
        
                  
1 2     Pendapatan Transfer         
1 2 1   Dana Desa         
1 2 2   
Bagian dari hasil pajak 
&retribusi daerah 
kabupaten/ kota 
        
1 2 3   Alokasi Dana Desa         
1 2 4   Bantuan Keuangan         
1 2 4 1 Bantuan Provinsi         
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota         
                  
1 3     Pendapatan Lain lain         
1 3 1   
Hibah dan Sumbangan dari 
pihak ke-3 yang tidak 
mengikat 
        
1 3 2   
Lain-lain Pendapatan Desa 
yang sah 
        
                  
        JUMLAH PENDAPATAN         
                  
2       BELANJA         
2 1     
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
        
2 1 1   
Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 
        
2 1 1 1 Belanja Pegawai:         
        
-  Penghasilan Tetap Kepala 
Desa  dan Perangkat 
        
        
-  Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat  
        





2 1 2   Operasional Perkantoran         
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa         
        - Alat Tulis Kantor         
        -  Benda POS         
        - Pakaian Dinas dfan Atribut         
        -  Pakaian Dinas         
        
-  Alat dan Bahan 
Kebersihan 
        
        -  Perjalanan Dinas         
        -  Pemeliharaan         
        -  Air, Listrik,dasn Telepon         
        -  Honor         
        -  dst…………………..         
                  
2 1 2 3 Belanja Modal         
        -  Komputer         
        -  Meja dan Kursi         
        -  Mesin TIK         
        -  dst……………………..         
                  
2 1 3   Operasional BPD         
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa         
        -  ATK         
        -  Penggandaan         
        -  Konsumsi Rapat         
        -  dst …………………….         
2 1 4   Operasional RT/ RW         
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa         
        -  ATK         
        -  Penggadaan         
        -  Konsumsi Rapat         
        
-  dst 
…………………………. 
        
                  
2 2     
Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 
        





2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa         
        -  Upah Kerja         
        -  Honor         
        -  dst………………..         
2 2 1 3 Belanja Modal         
        -  Semen         
        -  Material         
        -  dst…………         
                  
2 2 2   Pengaspalan  jalan  desa          
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :         
        - Upah Kerja         
        - Honor         




        
2 2 2 3 Belanja  Modal:         
        - Aspal          
        - Pasir          
        - dst ……………         
                  
2 2 3   
Kegiatan…………………
………… 
        
                  
2 3     
Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan  
        
2 3 1   
Kegiatan Pembinaan 
Ketentraman dan Ketertiban 
        
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:         
        - Honor Pelatih          
        - Konsumsi          
        - Bahan Pelatihan         
        - dst…………………         
                  
2 3 2   Kegiatan………………….         





2 4     
Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat  
        
2 4 1   
Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan Perangkat 
        
2 4 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:         
        - Honor pelatih         
        - Konsumsi           
        - Bahan pelatihan          
        -  dst…………………         
                  
2 4 2   Kegiatan………………..         
                  
2 5     Bidang Tak Terduga          
2 5 1   
Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa  
        
2 5 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:         
        - Honor tim          
        - Konsumsi         
        
- Obat-obatan  
        
- dst…………………… 
                  
2 5 2   Kegiatan…………………         
                  
        JUMLAH  BELANJA          
                  
        SURPLUS / DEFISIT         
                  
3       PEMBIAYAAN          
3 1     Penerimaan Pembiayaan          
3 1 1   SILPA          
3 1 2   Pencairan Dana Cadangan          
3 1 3   
Hasil Kekayaan  Desa Yang 
di pisahkan  
        
        JUMLAH  ( RP )         





3 2     Pengeluaran   Pembiayaan          
3 2 1   
Pembentukan Dana 
Cadangan  
        
3 2 2   Penyertaan Modal Desa          
        JUMLAH ( RP )         
                  
         
         
      DISETUJUI OLEH 
      
KEPALA DESA 
……………… 
       
 
 
      TTD 
      (…………………) 
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum menyebutkam 
bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah  rencana 
keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa, terdiri atas:39 
1. Pendapatan Desa 
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa 
yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 
kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:  
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
1) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa 
2) Hasil asset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat 
pemandian umum, jaringan irigasi. 
3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud 
adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan 
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan 
uang. 
4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain 
hasil pungutan desa. 
 
                                                             







Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: 
1) Dana Desa. 
2) Bagian dari Hasil Pajak Derah kabupaten/Kota Retribusi Daerah. 
3) Alokasi Dana Desa (ADD). 
4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi. 
5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota 
 
c. Pendapatan Lain-lain  
Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas 
jenis: 
 
1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber 
dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang 
telah disesuaikan dengan perundang-undangan dibidang hibah 
dan bantuan sosial.40 
2) Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
 
2. Belanja Desa 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari 
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 
sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelengaraan 
kewenangan desa.  
Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok: 
                                                             
40 Soaradi, Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Graha 






a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas: 
1) Belanja Pegawai 
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasulan 
tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta 
tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 
2) Belanja Barang 
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 
12 bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud antara 
lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, 
cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan 
peralatan kantor, maknan dan minuman rapat, pakainn dan 
atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium 
narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, 
insentif rukun tetangga/rukun warga dan pemberian barang pada 
masyarakat/kelompok masyarakat. 
3) Belanja Modal 
a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai 
manfaatnya lebih dari 12 bulan. 
b) Pelaksanaan pembangunan desa. 
c) Pembinaan masyarakat desa. 
d) Belanja tak terduga. 
Permendagri nomor nomor 20 tahun 2018 Bab III ketentuan umum 
menyebutkam bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa 
adalah  rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa, terdiri atas:41 
1. Pendapatan Desa 
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa 
yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 
kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:  
                                                             






a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
1) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa 
2) Hasil asset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat 
pemandian umum, jaringan irigasi. 
3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud 
adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan 
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan 
uang. 
4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain 
hasil pungutan desa. 
 
b. Transfer 
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: 
1) Dana Desa. 
2) Bagian dari Hasil Pajak Derah kabupaten/Kota Retribusi Daerah. 
3) Alokasi Dana Desa (ADD). 
4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi. 
5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota 
 
c. Pendapatan Lain-lain  
Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas 
jenis: 
1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa. 
2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 
3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi 
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD 





disesuaikan dengan perundang-undangan dibidang hibah dan 
bantuan sosial.42 
4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 
mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggran 
berjalan. 
5) Bunga bank. 
6) Pendapatan lain desa yang sah. 
 
3. Belanja Desa 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari 
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 
sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelengaraan 
kewenangan desa.  
Jenis belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagaimana 
dimaksud terdiri atas kelompok: 
a. Belanja Pegawai 
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, 
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi 
kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. 
b. Belanja Barang/Jasa 
1) Operasional pemerintah desa. 
2) Pemeliharaan sarana dan prasarana. 
3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatiahan/bimbingan teknis. 
4) Operasional BPD. 
5) Isentif rukun tetangga/rukun warga. 
6) Pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. 
c. Belanja Modal 
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Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang 
nilai manfaatnya lebih daru 12 bulan dan menambah asset. Pengadaan 
barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. 
d. Belanja Tak Terduga 
Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub 
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesak yang berskala lokal desa. Pada kegiatan ini harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa 
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. 
2) Tidak diharapka terjadi berulang. 
3) Berada di luar kendali pemerintah desa. 
 
E. Alokasi Dana Desa  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang 
pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 meyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa 
berasal dari APBD kabupaten /kota yang bersumber dari dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling 
sedikit 10%.43 Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.44 
Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang 
cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini 
karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk anggaran belanjanya.45 
                                                             
43 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
 
44 Peraturan Menteri Dalam  Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
 
45 Deddi Nordiawan, et. al., Akuntansi Pemerintahan (Jakarta: Salemba Empat, cet 2, 






Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Latar belakang lain adanya transfer dana dari pusat ke daerah ini 
antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), 
mengatasi ketimpangan horizontal muncul akibat tidak seimbangnya kapasitas 
fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain, kemampuan daerah 
untuk menghasilkan pendapatan asli tidak mampu menutup kebutuhan 
belanjanya.46 Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa 
(ADD) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti:47 
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
a. Penetapan dan penegasan batas desa. 
b. Pendataan desa. 
c. Penyusanan tata ruang desa. 
d. Penyelenggaraan musyawarah desa. 
e. Pengelolaan informasi desa. 
f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa. 
g. Penyelenggaraan kerja sama antar desa. 
h. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa. 
i. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa. 
a. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan 
lingkungan desa antara lain: 
1) Tambatan perahu. 
2) Jalan permukiman. 
3) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian. 
4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidra. 
5) Lingkungan permukiman masyarakat desa. 
6) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa 
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b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan antara lain: 
1) Air bersih berskala desa. 
2) Snitasi lingkungan. 
3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu. 
4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. 
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1) Taman bacaan masyarakat. 
2) Pendidikan anak usia dini. 
3) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat 
4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni. 
5) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai 
kondisi desa. 
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara 
lain: 
1) Pasar desa. 
2) Pembentukan dan pembanguan BUMdes 
3) Penguatan permodalan BUMdes 
4) Pembibitan tanaman pangan. 
5) Penggilingan padi. 
6) Lumbung desa. 
7) Pembukaan lahan pertanian. 
8) Pengelolaan usaha hutan desa. 
9) Kolam ikan dan pembenihan ikan. 
10) Tambak garam. 
11) Kandang ternak. 
12) Intalasi biogas. 
13) Mesin pakan ternak. 
14) Kapal penangkapan ikan. 





16) Tempat pelelangan ikan. 
17) Saran dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa. 
e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) Penghijauan. 
2) Pembuatan terasering. 
3) Pemeliharaan huran bakau. 
4) Perlindungan mata air. 
5) Pembersihandaerah aliran sungai. 
6) Perlindungan terumbu karang. 
7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 
b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
c. Pembinaan kerukunan umat beragama. 
d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga. 
e. Pembinaan lembaga adat. 
f. Pembinaan kesenian dan sosial buadaya masyarakat. 
g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa. 
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan. 
b. Pelatihan teknologi tepat guna. 
c. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa 
dan badan permusyawaratan desa. 
d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 
1) Kader pemberdayaan masyarakat desa. 
2) Kelompok usaha ekonomi produktif. 
3) Kelompok perempuan. 
4) Kelompok tani. 
5) Kelompok nelayan. 
6) Kelompok pengrajin. 
7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak. 





9) Kelompok lain sesuai kondisi desa. 
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa (ADD) 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti:48 
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 
operasioanal pemerintah desa. 
b. Sarana dan prasarana pemerintah desa. 
c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. 
d. Tata praja pemeirntahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. 
e. Pertanahan. 
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa. 
a. Pendidikan. 
b. Kesehatan. 
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang. 
d. Kawasan permukiman 
e. Kehutanan dan lingkungan hidup. 
f. Perhubungan, komunikasi dan informatika. 
g. Energi dan sumber daya mineral. 
h. Pariwisata. 
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 
a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. 
b. Kebudayaan dan keagamaan. 
c. Kepemudaan dan olahraga. 
d. Kelembagaan masyarakat. 
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
b. Kelautan dan perikanan. 
c. Pertanian dan peternakan. 
d. Peningkatan kapasitas aparatur desa. 
e. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. 
                                                             






f. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. 
g. Dukungan penanaman modal. 
h. Perdagangan dan perindustrian. 
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. 
a. Penanggulangan bencana. 
b. Keadaan darurat. 
c. Keadaan mendesak. 
 
TABEL 2.2 
Perbedaan APBD dan APBN 
APBN APBD 
1. Penerimaan dalam negeri dan 
hibah 
a. Pendapatan pajak 
b. Pendapatan bukan 
pajak/SDA 
1. Penerimaan daerah 
a. PAD 
b. Dana Perimbangan 
(Bagi hasil, DAU, dan 
DAK) 
c. Lain-lain pendapatan 
daerah yang sah 
2. Belanja Negara 
a. Belanja pusat 
b. Belanja daerah 
(Bagi hasil, DAU, dan DAK) 
2. Belanja Daerah 
a. Rutin 
b. Pembangunan 
3. Keseimbangan Primer  3. Surplus/Defisit 
4. Surplus/Defisit  
5. Pembiayaan  
a. Dalam Negeri 
b. Luar Megeri 
       4. Pembiayaan 
 
Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus. Jumlah dana ditetapkan tahunnya dari APBN. Dana alokasi umum 





kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin 
dalam APBN.49 Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk 
kabupaten/kota. Dana alokasi khusus juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke 
kabupaten/kota untuk membiyai kebutuhaan tertentu yang sifatnya khusus, 
tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan 
khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan 
kebutuhan yang merupakan komkitmen atau prioritas nasional. Sebagai contoh dari 
kebutuhan khusus ini adalah kebutuhan kawasan transmigrasi yang tidak sama 
dengan kebutuhan di daerah lain, pembangunan jalan dikawasan terpencil, 
pembangunan saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.50 
 
F. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 
35, 37, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.51 
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa 
Perencanaan memerlukan sumber daya yang berharga dalam peneglolaan 
Alokasi Dana Desa untuk mencapai hasil. Hasil dari suatu proses 
perencanaa adalah pendefenisian arah dan aktivitas Alokasi Dana Desa, 
dimana tahap ini membutuhkan keberanian dalam mengambol keputusan. 
Meskipun sifat dasar suatu proses sangat signifikan, namun manfaat 
perencanaan jauh lebih besar dibandingkan kesulitannya. Manfaat yang 
didapatkan dari proses perencanaan bersifat aktual, yaitu terwujud 
dokumen perencanaan.52 
                                                             
49 M. Suparmoko, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah ( 
Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2002), h. 43. 
 
50 Ibid 
51 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
 
52 Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik (Jakarta: Penerbit Erlangga, 





a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada kepala desa. 
c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan 
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 
d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA……. 
    
 
  




1 2 3   
        
PINDAHAN SALDO 
(SEMESTER PERTAMA ) 
    
1       PENDAPATAN     
1 1     Pendapatan Asli Desa     
1 1 1   Hasil Usaha     
1 1 2   
Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  
Royong 
    
1 1 3   
Lain-lain Pendapatan Asli Desa 
yang sah 
    
              
1 2     Pendapatan Transfer     
1 2 1   Dana Desa     
1 2 2   
Bagian dari hasil pajak &retribusi 
daerah kabupaten/ kota 





1 2 3   Alokasi Dana Desa     
1 2 4   Bantuan Keuangan     
1 2 4 1 Bantuan Provinsi     
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota     
              
1 3     Pendapatan Lain lain     
1 3 1   
Hibah dan Sumbangan dari pihak 
ke-3 yang tidak mengikat 
    
1 3 2   
Lain-lain Pendapatan Desa yang 
sah 
    
              
        JUMLAH PENDAPATAN     
              
2       BELANJA     
2 1     
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
    
2 1 1   Penghasilan Tetap dan Tunjangan     
2 1 1 1 Belanja Pegawai:     
        
-  Penghasilan Tetap Kepala Desa  
dan Perangkat 
    
        
-  Tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat  
    
        -    Tunjangan BPD      
2 1 2   Operasional Perkantoran     
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa     
        - Alat Tulis Kantor     
        -  Benda POS     
        - Pakaian Dinas dan Atribut     
        -  Pakaian Dinas     
        -  Alat dan Bahan Kebersihan     
        -  Perjalanan Dinas     
        -  Pemeliharaan     





        -  Honor     
        -  dst…………………..     
              
2 1 2 3 Belanja Modal     
        -  Komputer     
        -  Meja dan Kursi     
        -  Mesin TIK     
        -  dst……………………..     
              
2 1 3   Operasional BPD     
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa     
        -  ATK     
        -  Penggandaan     
        -  Konsumsi Rapat     
        -  dst …………………….     
2 1 4   Operasional RT/ RW     
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa     
        -  ATK     
        -  Penggadaan     
        -  Konsumsi Rapat     
        -  dst ………………………….     
              
2 2     
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 
    
2 2 1   Perbaikan Saluran Irigasi     
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa     
        -  Upah Kerja     
        -  Honor     
        -  dst………………..     
2 2 1 3 Belanja Modal     
        -  Semen     
        -  Material     
        -  dst…………     
              
2 2 2   Pengaspalan  jalan  desa      
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :     





        - Honor     




    
2 2 2 3 Belanja  Modal:     
        - Aspal      
        - Pasir      
        - dst ……………     
              
2 2 3   
Kegiatan…………………………
… 
    
              
2 3     
Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan  
    
2 3 1   
Kegiatan Pembinaan Ketentraman 
dan Ketertiban 
    
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:     
        - Honor Pelatih      
        - Konsumsi      
        - Bahan Pelatihan     
        - dst…………………     
              
2 3 2   Kegiatan………………….     
              
2 4     Bidang Pemberdayaan Masyarakat      
2 4 1   
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa 
dan Perangkat 
    
2 4 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:     
        - Honor pelatih     
        - Konsumsi       
        - Bahan pelatihan      
        -  dst…………………     
              
2 4 2   Kegiatan………………..     





2 5     Bidang Tak Terduga      
2 5 1   Kegiatan Kejadian Luar Biasa      
2 5 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:     
        - Honor tim      
        - Konsumsi     
        
- Obat-obatan  
    
- dst…………………… 
              
2 5 2   Kegiatan…………………     
              
        JUMLAH  BELANJA      
              
        SURPLUS / DEFISIT     
              
3       PEMBIAYAAN      
3 1     Penerimaan Pembiayaan      
3 1 1   SILPA      
3 1 2   Pencairan Dana Cadangan      
3 1 3   
Hasil Kekayaan  Desa Yang di 
pisahkan  
    
        JUMLAH  ( RP )     
              
3 2     Pengeluaran   Pembiayaan      
3 2 1   Pembentukan Dana Cadangan      
3 2 2   Penyertaan Modal Desa      
        JUMLAH ( RP )     










2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 
a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 
b. Khusus bagi desa yang  belum memiliki pelayanan perbankan 
diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota. 
c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 
3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa 
a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. 
b. Bendahara desa wajib melakukan  pencatatan setiap penerimaan dan 
penegluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 
tertib. 
c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban. 
d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 
4. Pelaporan Alokasi Dana Desa 
a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada bupati/walikota berupa: 
i. Laporan semester pertama 
ii. Laporan semester akhir tahun. 
b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 
c. Laporan realisasi pelaksana APBDesa semester pertama disampaikan 
paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. 
d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan januari tahun berikutnya 
5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 
a. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDesa 





b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, 
dan pembiyaan. 
c. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan 
desa. 
d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilampiri: 
1) Format laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa tahun anggaran berkenaan. 
2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun 
anggaran berkenaan. 
3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang 
masuk ke desa. 
6. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa 
a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan 
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada desa. 
b. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi 
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 
Menurut Peraturan Mneteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 31, 32, 43, 
67, 68. 70 dan 74.53 
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa 
a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran 
berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. 
                                                             






b. Sekretaris desa megoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa 
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan 
APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/walikota setiap tahun. 
c. Materi muatan bupati/walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) paling 
sedikit memuat: 
1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan 
kewenangan desa dan RKP Desa. 
2) Prinsip penyusunan APBDesa. 
3) Teknis penyusunan APBdesa 
4) Hal khusus lainnya. 
d. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan 
penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa. 
e. Sekretaris desa meyampaikan rancangan peraturan desa tentang 
APBDesa kepada kepala desa. 
f. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagai mana dimaksud 
disampaikan kepala desa kepada BPD dalam musyawarah BPD. 
g. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
disepakati bersama paling lambat bulan Oktober berjalan. 
h. Dalam hal BPD tidak menyepakati rencana peraturan desa tentang 
APBDesa yang dismapaikan kepala desa, pemerintah desa hanya dapat 
melakukan kegiatan berkenaan dengan pengeluaran operasioanal 
penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun 
sebelumnya. 
i. Kepala desa menetapkan peraturan desa sebagai dasar pelaksana 
kegiatan sebagaimana dimaksud. 
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 
a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan 
dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa 
pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. 
b. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud dibuat oleh pemerintah 





c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, 
rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh 




3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa  
a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai 
pelaksana fungsi kebendaharaan. 
b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencatat 
setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 
c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup 
setiap akhir bulan. 
4. Pelaporan Alokasi Dana Desa 
a. Kepala desa meyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester 
pertama kepada bupati/walikota melalui camat. 
b. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari: 
1) Laporan pelaksanaan APBDesa. 
2) Laporan realisasi kegiatan. 
c. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 
5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 
a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun 
angaran. 
b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan 
paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan 
ditetapkan dengan peraturan desa. 
c. Peraturan desa sebagaimana dimaksud disertai dengan: 
1) Laporan keuangan, terdiri atas: 
a) Laporan realisasi APBDesa. 





2) Laporan realisasi kegiatan. 
3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya 
yang masuk ke desa. 
6. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa 
a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang 
dikoordinasikan oleh Direktur Jendral Bina pemerintahan desa dan 
Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan tigas dan 
fungsi. 
b. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, ALokasi Dana Desa, 
bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan 
bantuan keuangan kepada desa. 
c. Bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 
keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Derah 
kabupaten/kota. 
 
G. Kajian Terdahulu 
TABEL 2.4 
No Nama Judul 
Penelitian 
Perbedaan Penelitian Persamaan 
Penelitian 













dengan 10 desa, 
sedangkan penelitian 















penerapan ADD dalam 
pembangunan yang ada 












peneilitan ini selain 
fokus dengan 
penerapan ADD dalam 
pembangunan,penilitian 






laporan keuangan Desa 
oleh aparat terhadap 
publik. 
pembangunan di 
desa sesuai dengan 










Kajian terdahulu fokus 
terhadap implementasi 
kebijakan Alokasi Dana 
Desa (ADD), 
sedangkan penelitian 

















fokus dengan prosedur 
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ini fokus terhadap 
penerapan ADD sesuai 
dengan peraturan dan 
mengelola dan 
pertanggungjawaban 
laporan keuangan Desa 
oleh aparat terhadap 
publik. 













penelitian ini meneliti 
tentang penerapan 
ADD sesuai peraturan 
dan 
pertanggungjawaban 
laporan keuangan  desa. 
Sama-sama meneliti 
tentang pengelolaan 
keuangan desa dan 
pertanggungjawaban 
laporan keuangan. 



















ini fokus penerapan 
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dan 
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ini fokus satu desa. 
dalam pengelolaan 
Alokasi Dana Desa 
(ADD). 









































































Analisis Implementasi dan Akuntabilitas 
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A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Menurut Usman dan purnomo dalam Sri Lestari mengatakan bahwa penelitian 
deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai 
dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata 
melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, 
disimpulkan, dan diverifikasi.54 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek 
pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat 
permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada 
kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif, adalah instrumen 
kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang 
luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti 
menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. 
Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna 
yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, 
untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.55 
 
B. Waktu danLokasi Penelitian 
Penelitan ini dilaksankan mulai bulan Januari 2019. Lokasi penelitian 
Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah 
di desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang. Tempat 
penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan dan hal-
hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat 
dilaksanakannya penelitian.  
                                                             
54 Sri Lestari, “ Analaisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ”, Skripsi 
IAIN Surakarta. 2017, h. 38 
 
55 Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: Febi UIN-SU Press, 





C. Subjek Penelitian  
Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat  
memberikan informasi  yang dubutuhkan dengan akurat yaitu Kepala desa, 
sekretaris desa, Kaur keuangan, Kaur Umum dan perencanaan . 
D.  Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Bahan 
Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  
1. Data Primer  
Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak desa mengenai 
Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 
desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang. 
2. Data Sekunder 
Menurut Sanusi dalam Sri Lestari, data  sekunder adalah data yang sudah 
tersedia dan dikumpulkan pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data 
tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini dari dokumen-
dokumen bagian pemerintahan desa Amplas. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 
1. Wawancara 
Menurut Hamid Patlima wawancara kualitatif merupakan salah satu  
teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini 
didasarkan pada alasan, pertama, dengan wawancara, peneliti dapat 
menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, 
akan  tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. 
Kedua, bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa 
sekarang, dan masa yang mendatang. 56Menurut Prabowo dalam Nur 
Ahmadi Bi Rahmani, wawancara adalah metode pengambilan data dengan 
cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, aranya adalah 
dengan bercakap-cakap secara tatap muka.57 Pada penelitian ini 
                                                             
56 Hamid Patlima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, cet 4, 2013), h. 68. 
 
57 Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: Febi UIN-SU Press, 






wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. 
Menurut Patton dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, dalam proses wawancara 
dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi 
pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu 
yang harus diliput tanpa menetukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin 
tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.58 Pertanyaan ini modifikasi dari 
penilitian terdahulu 
2. Observasi  
Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. 
Menurut Nawawi dan Martini dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, observasi 
adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur 
yang tampak dalam suatu gejala-gejala objek penelitian.59 Dalam 
penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses 
terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteks. 
Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku 
subjek Selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal 
yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan 
terhadap hasil wawancara. 
3. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono dalam Sri Lestari, Dokumentasi merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, dokumen merupakan bahan tertulis 
yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang 
disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, soft file, data otentik, 
dan arsip lainnya yang berhubungan  dengan Implementasi dan 
Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat 
digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan 
wawancara dan obesrvasi.60 
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4. Studi Pustaka 
Yaitu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari buku-
buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media 
lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
 
F.  Analisis Data 
Penelitian ini mengguanakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisi data 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data yang sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 
penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 











                                                             
 







A. Gambaran Umum 
1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang 
Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari provinsi Sumatera Utara, 
Indonesia. Ibu kota Deli Serdang  berada di lubuk pakam. Kabupaten Deli 
Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 kabupaten/kota di provinsi 
Sumatera Utara. Kabupaten ini memiliki sumber daya alamnya yang sangat 
besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup 
menjanjikan. Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di 
kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis berada pada 2 57” 
Lintang Utara, 3 16” Lintang Selatan dan 98 33”-99 27” Bujur Timur dengan 
ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut.  
a. Wilayah kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara berbatasan dengan 
kabupaten Langkat dan Selat Malaka. 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Karo dan Simalungun. 
c.  Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Langkat dan Karo. 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Serdang Berdagai. 
 
2. Gambaran Umum Kecamatan Percut Sei Tuan 
Secara geografis kecamatan Percut Sei Tuan beradad di kabupaten Deli 
Serdang dan batas administratif wilayah kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan 
dengan beberapa kecamatan yang ada di kota Medan dan berbatasan juga 
dengan kecamatan Labuhan Deli dan kecamatan Batang Kuis. Adapun 
mengenai administrasi kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan selat malaka. 
b. Sebelah Selatan berbatasan denghan Kota Medan. 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Batang kuis dan Pantai 
labu. 






Luas wilayah kecamatan Percut Sei Tuan adalah 190,79 km2 yang terdiri dari 
18 desa, 2 kelurahan, 230 dusun dan 24 lingkungan dengan ibukota kecamatan 
adalah desa Tembung. 
 
3. Gambaran Umum Desa Amplas 
a. Sejarah Desa 
Desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang 
sekitar tahun 1942 s/d 1978 adalah terdiri dari 2 desa yaitu Binje Amplas 
( kelurahan Binje Amplas kecamatan Medan Denai) dan Desa Timbang 
Deli ( kelurahan Timbang Deli kecamatan Medan Amplas). Wilayah desa 
Amplas kecamatan Percut Sei Tuan pada masa kolonial Belanda adalah 
daerah perkebunan tembakau Deli. Pada sekitar tahun 1978 kampung 
Tambak Rejo dan Tambak Rejo Timur (desa Binje Amplas yang dipimpin 
oleh kepala desa bernama Bapak Marjan) serta kampong Bangun Setia 
Atas dan Bawah (desa TimbangDeli yang dipimpin oleh kepala desa 
bernama bapak Atmo Rejo). 
Pada tahun 1978 dua wilayah tersebut digabung menjadi satu yaitu 
desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan. Dua wilayah tersebut tidak mau 
pindah menjadi kota Madya Medan dikarenakan dua desa induknya 
terkena perluasan kota Madya Medan. Desa Amplas kecamatan Percut Sei 
Tuan saat ini dikepalai oleh seorang kepala desa dari kaum muda yang 
bernama Edi Purwanto hingga sekarang desa Amplas kecamatan Percut sei 
Tuan dan menjadi penerus sejarah di desa khususnya desa Amplas 
kecamatan Percut Sei Tuan. 
Adapun pejabat kepala desa Amplas sampai sekarang sebagai berikut: 
1) Marjan/ Atmorejo 
2)  M. Thalib Hasibuan (1978-1980 pejabat pelaksana) 
3) Meter Silangit (1980-1988 devenitif) 
4) Kaman Barus (1988-1994 devenitif) 
5) Paino 
6) Suharto (1994-2002 devenitif) 





8) Edi Purwanto (2003-2004 pelaksana) 
9) Adi Siswanto (2004-2005 pelaksana) 
10) Edi Purwanto (2005-2011 devenitif)  
11) Ezwir N Pelos (2011-2012 pelaksana) 
12) Edi Purwanto (2012-2018 devenitif) 
 
b. Letak Geografis 
Desa Amplas termasuk wilayah kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten 
Deli Serdang provinsi Sumatera utara. Desa Amplas memiliki batas 
wilayah sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan desa Bandar Klippa. 
2) Sebelah Timur: Berbatasan dengan kecamatan Batang Kuis dan 
Tanjung Morawa. 
3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan kecamatan Tnjung Morawa 
dan Medan amplas. 
4) Sebelah Barat: Berbatasan dengan kecamatan Medan Amplas dan 
Medan Denai. 
Desa Amplas memiliki jarak tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 
3 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 20 menit. Jarak ke ibu 
kota kabupaten 30 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 60 menit. 
 
c. Letak Demografi 
Luas wilayah desa Amplas adalah 1.928 ha, terdiri dari: 
Tabel 4.1 
No Wilayah Luas 
1. Permukiman 263,3 ha 
2. Pertanian/Perkebunan 274 ha 
3. Ladang/Tegalan 1.309 ha 
4. Hutan - 
5. Rawa-Rawa 7 ha 
6. Perkantoran 0,2 ha 





8. Sekolah 2,5 ha 
9. Lapangan Sepak Bola 2 ha 
 Jumlah 1.928 ha 
Sumber: Pemerintah Desa Amplas 2018.  
 
Jumlah penduduk 2.203 kepala keluarga, berdasarkan jenis kelamin di 
desa Amplas yaitu: 
Tabel 4.2  
No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 
1. Laki-Laki 4.590 Jiwa 
2. Perempuan 4.354 Jiwa 
 Jumlah 8.944 Jiwa 
    Sumber: Pemerintah Desa Amplas 2018. 
 
d. Kondisi Ekonomi Desa Amplas 
Mayarakat desa Amplas memiliki mata pencaharian, seperti: 
Tabel 4.3  
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Petani 312 orang 
2. Pedagang 91 orang 
3. PNS 236 orang 
4. Tukang 785 orang 
5. Guru 52 orang 
6. Bidan/Perawat 29 orang 
7. TNI/Polri 23 orang 
8. Pensiunan 53 orang 
9. Sopir/Angkutan 80 orang 









Kondisi perekonomian masyarakat desa Amplas ditunjang dari 
berbagai bidang, seperti : pertanian, peternakan dll. 
Tabel 4.4  
Bidang Pertanian dan Perikanan 
No Jenis Tanaman Luas 
1. Padi Sawah 274 ha 
2. Padi ladang 1 ha 
3. Jagung 886 ha 
4. Palawija 58 ha 
5. Tembakau - 
6. Tebu 1 ha 
7. Kakao/Coklat 10 ha 
8. Sawit - 
9. Karet - 
10. Kelapa 1 ha 
11. Kopi - 
12. Singkong 166 ha 
13. Lain-lain 186 ha 
14. Kolam Ikan 10 ha 
 Jumlah 1.593 ha 







No Jenis Ternak Jumlah 
1. Kambing 954 ekor 
2. Sapi 586 ekor 





4. Ayam 70.000 ekor 
5. Itik 1.500 ekor 
 Jumlah 73.103 ekor 
Sumber: Pemerintah Desa Amplas 2018  
 
e. Kondisi Sosial Desa Amplas 
1) Pendidikan 
Pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dalam 
memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umummnya. 
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi menjadi salah satu indikator 
dalam merubah pola pikir generasi muda dalam mengahadapi masa 
depan yang lebih cemerlang. Dengan pendidikan tinggi maka akan 
mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat dalam berpikir, 
keterampilan kewirausahaan dan lapangan pekerjaan. Dengan 
pendidikan, kita bukan saja untuk mencari kerja tetapi juga 
menciptakan lapangan pekerjaan dengan pola pikir yang luas. Dengan 
sendirinya akan mebantu program pemerintah dalam mengurangi 
kemiskinan dan penganguran. 
 
Tabel 4.6 
Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan 
Pendidikan Jumlah 
a) TK 214 Orang  
b) SD/MI 944 Orang 
c) SMP/MTs 173 Orang 
d) SMA/MA 151 Orang  
e) S1/Diploma - 
 Jumlah 1.482 Orang 








2) Lembaga Pendidikan 
Tabel 4.7  
Gedung Jumlah Lokasi 
a) TK/PAUD 5 Dusun I dan III.A 
b) SD/MI 4 Dusun I, III dan III.A 
c) SMP/MTs 2 Dusun III.A Selambo 
d) SMA/MA 2 Dusun III.A Selambo 
e) Sekolah Tinggi 1 Dusun III.A Selambo 
Jumlah 14 Gedung 
Sumber: Pemerintahan Desa Amplas 2018. 
 
3) Kesehatan 
Kesehatan sangatlah penting bagi seluruh manusia. Dengan 
kesehatan semua masyarakat dapat melakukan segala aktivitas sesuai 
yang mereka inginkan. Kesehatan dapat dicapai dengan segala hal 
seperti pola makan yang teratur dan bergizi, olahraga, imunisasi, 
penggunaan air bersih dll. 
 
Tabel 4.8 
a) Kematian Bayi Jumlah 
 -Jumlah Bayi Lahir pada tahun 2018 31 Orang 
 -Jumlah Bayi Meninggal Tahun 2018 - 
b) Kematian Ibu Melahirkan  
 -Jumlah Ibu Melahirkan Tahun 2018 31 Orang 
 -Jumlah Ibu Melahirkan Meninggal 2018 - 
c) Cakupan Imunisasi  
 -Cakupan Imunisasi Polio 3 20 0rang 
 -Cakupan Imunisasi DPT-1 6 Orang 
 -Cakupan Imunisasi Cacar - 
d) Gizi Balita  





 -Balita Gizi Buruk - 
 -Balita Gizi Baik 148 Orang 
 -Balita Gizi Kurang - 
e) Pemenuhan Air Bersih  
 -Penggunaan Sumur Galian 1.887 KK 
 -Penggunaan Air PAM 30 KK 
 -Penggunaan Sumur Pompa 15 KK 
 -Pengginaan Sumur Hidran Umum  - 
 -Penggunaan Air Sungai 3 KK 
Sumber: Pemerintahan Desa Amplas 2018 
 
4) Keagamaan 
Indonesia sebagai Negara yang berketuhanan sesuai Pancasila 
dan menganut 6 agama. Setiap warga Negara berhak memeluk agama 
sesuai mereka yakini.  
 
Tabel 4.9 
Data Keagamaan Desa Amplas 
 Agama Jumlah Pemeluk 
a)  Islam 4.782 Orang 
b) Katolik 752 Orang 
c) Kristen 3.378 Orang 
d) Hindu 26 Orang 
e) Budha 6 Orang 












f. Struktur Pemerintahan Desa Amplas 
Gambar 4.1 
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B. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa  
Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh 
individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam 
keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi 
kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau 
perumusan kebijakan dan dampak aktual. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan di desa Amplas, bahwa 
implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai RKP 
(Rencana  Kerja Pemerintah). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala desa 
Amplas sebagai berikut: 
”Pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai peraturan dek 
dan sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Tapi masih ada yang diperaturan 
Permendagri No.113 Tahun 2014 belum semua dapat dilaksanakan seperti Bumdes. 
Kami hanya melaksanakan yang lebih prioritas dek dan yang sangat dibutuhkan 
masyarakat desa” (Kepala Desa Amplas. 30 Januari 2019).62 
Dari pernyataan kepala desa di atas bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
belum sesuai dengan Permendagri No.113 & 114 Tahun 2014 karena Bumdes 
belum dilaksanakan. Dengan begitu penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
dapat dikatakan belum optimal karena belum seseuai Permendagri No.113 tahun 
2014. Dari pernyataan diatas bahwa desa Amplas masih menggunakan Permendagri 
No. 113 & 114 Tahun 2014 dan belum menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 
2018 dikarenakan Peraturan desa Amplas tentang anggran pendapatan dan belanja 
desa tahun 2018 telah disepakati dan disahkan bulan April 2018, sedangkan 
Permendagri No. 20 Tahun 2018 disahkan bulan Mei 2018. 
Tentang pembangunan infrastruktur desa Amplas, masih ada infastruktur yang 
belum dibangun. Sesuai dengan pernyataan kepala desa Amplas sebagai berikut: 
“Pembangunan infrastruktur di desa Amplas masih ada yang belum diperbaiki 
seperti jalan yang ada di dusun I dek, karena jalan itu bukan wilayah yang didanai 
oleh Alokasi Dana Desa atau Dana Desa, tapi itu tugas dari dinas pekerjaan umum 
kabupaten dek. Makanya belum diaspal karena bukan tanggung jawab pemerintah 
desa amplas” (Kepala Desa Amplas, 30 Januari 2019).63 
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Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri No. 
113 & 114 Tahun 2014 
Pemendagri No. 113 & 114 Tahun 
2014 
Implementasi Peneglolaan 
Alokasi Dana Desa 2018 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
1. Penetapan dan penegasan batas desa. - 
2. Pendataan desa. Pendekatatan desa berdasarkan 
kewenangan desa (profildesa, 
monografi, pendataan desa dan 
lainnya). 
3. Penyusunan tata ruang desa. - 
4. Penyelenggaraan Musyawarah desa. Biaya rapat desa. 
5. Pengelolaan informasi desa Telepon dan internet. 
6.Penyelenggaraan evaluasi tingkat 
perkembangan pemerintahan desa. 
- 
7. Penyelenggaraan kerja sama antar desa. - 
 8. Pembangunan sarana dan prasarana 
kantor desa. 
Pengadaan gedung kantor, 
pengecatan kantor desadan pagar 
kantor. 
9. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Penghasilan tetap dan tunjangan, 
operasional perkantoran, 
operasional BPD, peningkatan 
kapasitas aparatur pemerintah desa 
dan BPD. 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
1.Pembangunan, pemanfaatan, 
pemeliharaan, infrastruktur dan 
lingkungan desa seperti:Tambatan perahu, 
jalan permukiman, jalan desa antar 






pembangkit listrik dan mikrohidra, 
lingkungan permukiman masyarakat desa 
2. Pembangunan,pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan antara lain: air bersih berskala 
desa, sanitasi lingkungan, pelayanan 
kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan 
lainnya. 
Pelayanan kesehatan. 
3. Pembangunan, pemanfaatan, 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
Taman bacaan masyarakat, PAUD, balai 
pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, 
pengembangan dan pembinaan sanggar 
seni, sarana dan prasarana pendidikan dan 
pelatihan lainnya sesuai kondoisi desa. 
Balai umum 
4. Pengembangan usaha ekonomi 
produktif serta pembangunan, 
pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan 
prasarana ekonomi antara lain: pasar desa, 
pembentukan dan pembangunan pasar 
desa,penguatan permodalan bumdesa, 






5. Pelestarian lingkungan hidup antara 
lain: penghijauan, pembuatan terasering, 
pemeliharaan hutan bakau, perlindungan 
mata air, pemebersihan daerah aliran 
sungai, perlindungan terumbu karang, dan 
kegiatan desa lainnya 
Pembangunan drenase. 
Bidang Pembinaan Kemaayarakatan 









3. Pembinaan kerukunan umat beragama. Perlombaan MTQ desa.  
4.Pengadaan sarana dan prasarana 
olahraga. 
Pengadaan tenis meja. 
5. Pembinaan lembaga adat. - 
6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya 
masyarakat. 
Pelatihan pembuatan acrile dan 
pelatihan pembuatan roket ubi. 
7. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.  
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan 
perdagangan. 
- 
2. Pelatihan teknologi tepat guna - 
3. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi 
kepala desa, perangkat desa dan BPD. 
Penyuluhan kepala dusun, 
bimbingan teknis SDM sekretaris 
desa dan BPD, pelatihan SDM 
perangkat desa. 
4. Peningkatan kapasitas masyarakat. - 
 
Berdasarkan table di atas, desa belum optimal dalam membangun desanya 
dikarenakan belum mampunya desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan 
kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Alokasi Dana Desa itu belum terealisasi 
dengan optimal sesuai dengan tujuan dari Program itu sendiri. Dalam hal ini 
diantaranya adalah belum diterapkannya Penerapan BUMDes, Pasar Desa, dan 
lainnya susuai Permendagri 113 & 114 Tahun 2014. Oleh karena itu perlunya 
dilakukan sosialisasi lebih lanjut dan pelatihan khusus pengembangan usaha Desa 










C. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 
pemberi amanah (participal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut.64 
Pertanggungjawaban ini disajikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan atas 
implementasi atau pelaksanaan program dari dana-dana yang diterima. Dengan 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 
tenang dana-dana yang dikeluarkan atas program yang dilaksanakan maka 
menerapkan transparansi kepada masyarakat atau pihak internal maupun eksternal 
yang membutuhkan. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas 
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin yang 
dikelola dalam periode satu tahun anggaran. 
Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa maka desa melakukan beebrapa 
tahapan: 
1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Perencanaan adalah tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
Dalam tahap perencanaan ini setiap dusun melakukan musyawarah dusun 
(Musdus) untuk menampung pendapat dan usulan dari masyarakat disetiap 
dusun yang ada di desa.  Selain itu, pemerintah  desa membahas tentang 
perencanaan pembangunan desa meliputi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 
Desa dan RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Sekretaris 
desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP 
Desa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rencana peraturan desa 
tentang APBDesa kepada kepala desa. Kemudian  Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati.65 
                                                             
64 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: C.V Andi Offset, cet 4, 2009), h. 20 
 






RPJM Desa dan RKP Desa yang didalamnya direncanakan dalam 
APBDesa yang berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu 
satu tahun berjalan. 
Sementara pada tahap perencanaan desa Amplas ada beberapa 
mekanismenya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara denga sekretaris desa 
Amplas sebagai berikut: 
“Mekanismenya dek dimulai dari Musdus, Musdes, RKP Desa, RPJM 
Desa, dan APBDesa. RPJM ini direncanakan tahun 2015 untuk jangka 6 
tahunan dek.Pmerintah desa melakukan sesuai prosedur dan peraturan yang 
ada” (Sekretaris Desa, 30 Januari 2019).66 
 
Sekretaris desa menyatakan bahwa pemerintah desa Amplas telah 
melakukan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan. 
Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum diskusi usulan rencana 
kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk tahun 
berkenaan. Dalam Musdes ini mengharuskan keterlibatan masyaakat dalam 
pengambil keputusan untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan 
dilaksanakan khusus desa yang bersangkutan dan kegiatan akan diprioritaskan 
sesuai dengan kebutuhan seluruh elemen . 
Sesuai dengan jawaban sekeretaris desa dan Kaur umum dan perencanaan 
dari wawancara yang dilakukan  tentang keterlibatan dan partisipasi 
masyarakat sebagai berikut:  
“Partisipasi masyarakat sangat aktif dan mendukung kegiatan yang akan 
direncanakan dek. Dalam Musdes ini dek semua elemen di undang dalam rapat 
seperti Pemdes, LKMD, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok 
petani, Pers dan Kepala Dusun. Kepala dusun ini dek membawa aspirasi 
masyarakat waktu Musdus” (Sekretaris Desa, 30 Januari 2019).67 
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“Setiap saran dalam  musyawarah diterima dan disaring mana yang perlu 
diprioritaskan dan sesuai anggaran” (Kaur Umum dan Perencanaan, 29 Januari 
2019).68 
Dari keterangan diatas menunjukkan prinsip partisipasi masyarakat desa 
Amplas sangat antusias. Mereka sangat mendukung dan hadir setiap diundang 
dalam rapat atau musyawarah 
Prinsip terpenting dalam Musdes ini adalah prinsip transparansi oleh 
masyarakat desa dan partispipasi masyarakat. Prinsip transparansi ini dapat 
terlihat dari peraturan desa yang dinuat setelah hasil musyawarah yang telah 
disepakati bersama. Sedangkan prinsip partisipasi dapa dilihat dari seberapa 
besar komitmen pemerintah desa yang selalu melibatkan lembaga masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam musyawarah dan kegiatan yang diadakan desa. 
Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa program pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) 
sebagai berikut: 
” Program yang didanai dari ADD seperti drainase, pemeberdayaan PKK, 
pelatihan perangkat desa, pelatihan kesenian dan lain lain dek. Selain itu ada 
juga bidang lain yang didanai ADD seperti pembinaan kemasyarakatan dan 
penyelenggaraan pemerintah desa” (Kepala Desa Amplas, 30 Januari 2019).69 
Dari wawancara diatas bahwa program yang didanai ADD cukup banyak, 
bukan hanya dari bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetapi 
bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan juga 
didanai ADD. Maka dari itu bahwa dalam penyelengaraan program sudah ada 
dana yang disediakan, tinggal pemerintah desa dan masyarakat mengelola dana 
tersebut dengan bijak. 
2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Dalam pelaksanaan anggaran desa sudah ditetapkan sebelum timbulnya 
transaksi peneriman dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan 
pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui 
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rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 
lengkap dan sah begitu halnya mengenai pengeluaran dana untuk pelaksanaan 
pembangunan yang ada di desa Amplas. 
Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana harus 
melibatkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan dilaksanakan secara 
swakelola dengan mengguanakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan 
diupayakandengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa.70 
Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa Amplas tentang pembngunan 
dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: 
“ Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  yang sudah dilaksanakan 
itu drainase, pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, pelatihan kesenian dan 
pelatiahan pernagkat desa. Untuk pembangunan kita aparat desa melibatkan 
masyarakat dalam pembanguan yang ada desa. Tenaga kerja dari masyarakat 
desa. Karena untuk mengurangi pengangguran dan menambah penapatan 
mereka dek” (Kepala desa Amplas, 30 Januari 2019).71 
 
Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 
atau kegiatan pemerintah harus terbuka dengan dana yang sudah dikeluarkan. 
Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Kaur 
Keungan/Bendahara sebagai berikut: 
“Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, informasinya kami tampilkan 
atau kami letak di papan informasi agar masyarakat dapat melihatnya” (Kaur 
Keuangan/Bendahara, 30 Januari 2019)72 
 
Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan Alokasi dana desa 
semua dilaporkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan/bendahara 
sebagai berikut: 
“Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa akan disampaikan diakhir tahun 
denmgan diadakan pertemuan” 
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3. Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini bendahara harus 
melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas desa dan 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 
salah pencataan jika dilakukan setiap pengeluaran dan penerimaan kas desa. 
Setiap pengeluaran dan penerimaan wajib bendahara bertanggungjawab atas 
uang yang keluar dan masuk. Penatausahaan kas keluar dan masuk 
menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank. 
Hal ini sesuai  hasil wawancara yang dilakukan dengan jawaban 
narasumber atas pertanyaan yang diberikan mengenai penatusahaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
“Jadi dek, saya selaku bendahara desa melakukan pencatatan atas 
pengeluaran dan penerimaan kas desa seperti pembelian alat-alat oprasional 
kantor, konsumsi rapat dan lain-lain harus menggunakan bukti seperti bon 
faktur. Setelah Itu saya laporkan kepada kepala desa setiap bulan sebelum 
tanggal 10 bulan berikutnya. Kami selalu taat peraturan dek” (Kaur 
keuangan/bendahara, 30 Januari 2019).73 
 
4. Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Pelaporan ini dilakukan agar pemerintah daerah mengetahui tentang 
pelaksanaan APBDesa. Pelaporan ini dilakukan semester pertama dan semester 
akhir tahun. 
Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber atas pertanyaan tentang proses 
pelaporan Pengelolaan Alokasi dana Desa sebagai berikut: 
“Pelaporan tentang Alokasi dana Desa dilakukan 2 tahap dek, tahap 
semester pertama dan tahap semester akhir tahun, dan yang dilaporkan tentang 
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5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa harus seseuai 
dengan Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014 seperti laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik 
desa, dan program pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar terciptanya 
transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat desa maupun pemerintah 
daerah dan pihak yang membutuhkan. 
Berkenaan dengan petanggungjawaban Alokasi Dana Desa ada berapa 
jenis pelaporan. Hal ini disampaikan oleh Kaur Keuangan/Bendahara desa 
sebagai berikut:  
“ Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa seperti 
RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi, laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Dan 
pelaporan ini sekarang sudah sistem online Siskeudes langsung ke pusat” 
(Kaur Keuangan/Bendahara desa, 30 Januari 2019). 75 
“Pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana sesa sudah melauli jalur 
struktural” (Kaur Keuangan/Bendahara desa).76 
Bendahara desa juga menyatakan tidak ada kesulitan dalam 
pertnggungjawbaan, tetapi ada kendala dalam transaksi ketika pembelian 
barang , toko tidak ada NPWP. Berdasarkan wawancara semua pelaporan 
pertanggungjawaban sudah sesuai peraturan dan struktural. Pernyataan dari 
bendahara Desa amplas telah melaksanakan sesuai konsistensi pernyataan . Hal 
ini dapat dilihat dari publikasi kegiatan yang dilaksanakan di papan informasi 
di kantor desa Amplas. 
6. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Pengawasan sangat diperlukan saat pelaksanaan kegiatan yang ada. Hal ini 
dilakukan agar tidak ada penyelewengan dana atau penyimpangan lainnya 
dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam pengawasan pengelolaan 
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Alokasi Dana Desa ada beberapa pengawasan yang dilakukan. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan kepala desa sebagai berikut:  
“Setiap kegiatan  di desa ada pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh 
Tim Pelaksana Pembangunan, LKMD, BPD, Tim Pendamping Desa dari 
kabupaten atau kecamatan. Masyarakat juga mengawasi kegiatan yang 
dilaksanakan” (Kepala Desa Amplas, 30 Januari 2019).77 
Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa, bukan hanya 
lembaga terkait saja mengawasi tetapi masyarakat juga dapat berkontribusi dan 
terlibat dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini agar masyarakat 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan tertuang secara eksplisit 
dalam hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian 
“Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: 
Desa Amplas Kecamtaan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi 
Sumatera utara)” sebagai berikut: 
1.  Tahap implementasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2018 di 
desa Amplas telah dilaksanakan atau diterapkan sesuai dengan RKP yang di 
telah disusun beradasarkan dari hasil musyawarah. Implementasi ini dibuktikan 
dengan adanya bidang-bidang yang telah diterapkan seperti bidang 
penyelenggaraan pemerintah desa,  bidang pembangunan desa, bidang 
pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.  
Pada bidang pembinaan masyarakat  masih terdapat penerapan yang belum 
continue (berlanjut) di lihat dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pada 
tahun 2016 untuk bidang ini pengelolaan Alokasi Dana desa tidak diterapkan 
tetapi pada tahun 2017 dan 2018 bidang ini sudah diterapkan. 
Namun dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dari sejak 
diluncurkan sampai tahun 2018 belum diterapkan secara optimal sesuai dengan 
Permendagri No 113 & 114 tahun 2014 seperti pembangunan dan 
pengembangan  ekonomi produktif seperti Bumdes dan pasar desa. Dengan 
didirikan Bumdes dan pasar desa dapat memicu sumber pendapatan 
masyarakat desa dan pemerintah desa, contohnya seperti didirikan usaha 
koperasi desa dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola dengan 









2.  Tahap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) telah 
dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Untuk prinsip 
akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara 
fisik dan administrasinya telah selesai dan lengkap. Pengelolaan alokasi dana 
desa  melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dari tahapan ini sudah dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan yang ada.  
Pertanggungjawaban atas program pemerintah desa yang telah 
dilaksanakan disajikan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan 
laporan kekayaan milik desa. Pertanggungjawaban pemerintah desa juga 
dilaporkan dan disajikan pemerintah desa melauli aplikasi online.  Dalam 
pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dan Desa (ADD) secara teknis dan 
administrasi sudah baik, serta adanya papan informasi tentang penggunaan 
dana Alokasi Dana Desa, namun tetap harus mendapat atau diberikan 
bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. 
 
B. Saran 
Mengacu dari hasil penelitian yang diuraikan diatas, selanjutnya dapat diajukan 
saran/rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah desa Amplas disarankan agar mengimplementasikan atau 
membangun Bumdes dan pasar desa serta bidang lainnya sesuai 
Permendagri No. 113 & 114 Tahun 2014 untuk agar menambah sumber 
pendapatan pemerintah desa dan masyarakat desa serta mengurangi 
pengangguran.  dan menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ditahun 
berikutnya . 
2. Peneliti Selanjutnya disarankan agar menambah lagi informan yaitu 
masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat 
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 Daftar Pedoman Wawancara 
Narasumber: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur umum dan 
perencanaan. 
1. Tahap Perencanaan 
a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang dilakakukan pemerintah Desa Amplas? 
b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD)?  
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  yang 
didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?  
e. Bagaimana pemerintah desa mengakomidir segala masukkan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD)? 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)? 
b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan 
partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
sudah dilaksanakan? 
e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau 
diperbaiki? 






3. Tahap Penatausahaan 
a. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
 
4. Tahap Pelaporan 
a. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
 
5. Tahap Pertanggungjawaban 
a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakaukan oleh pemerintah desa dalam 
proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 
pertanggungjawaban administrasi? 
d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah 
ditentukan? 
e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 
 
6. Tahap Pengawasan  
a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa 
















Informan : Edi Purwanto 
Jabatan : Kepala Desa Amplas 
Tempat : Kantor Desa Amplas 
Tanggal : 30 Januari 2019 
 
1. Tahap Perencanaan 
a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang dilakakukan pemerintah Desa Amplas? 
Jawaban: dimulai dari musdus, musdes, RKP Desa, RPJM, dan 
APBDesa. 
b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Partisipasi masyarakat sangat antusias dek. Terbukti ketika 
diundang rapat mereka selalu hadir. 
c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD)?  
Jawaban: Pemdes, Kadus, , LKMD, BPD, PKK, Pers, Kelompok Tani, 
Tokoh Agama,Babinsu, TNI dan Polri. 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  yang 
didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?  
Jawaban: Program yang didanai dari ada seperti drainase, pemberdayaan 
PKK, Pelatihan kesenian, Pelatihan perangkat desa. Selain itu ada juga 
bidang lain yang didanai ADD seperti pembinaan masyarakat desa dan 





e. Bagaimana pemerintah desa mengakomidir segala masukkan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD)? 
Jawaban: Setiap pendapat diterima semua, setelah itu dipilih sesuai 
program yang akan dilakukan. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Sangat berperan dan penyampaian informasi melalui papan 
infomasi yang berada di kantor desa. 
b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan 
partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan 
dan informasi penggunaan dana diletak papan informasi. 
c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Dilaksanakan sesuai yang direncanakan sampai dengan 
pertanggungjawaban dana yang digunakan. 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
sudah dilaksanakan? 
Jawaban: Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah 
dilaksanakan itu drainase. Pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, 
pelatihan kesenian, dan pelatihan perangkat desa. Tenaga kerja dari 
masyarakat desa. Karena untuk mengurangi pengangguran dan menambah 





e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau 
diperbaiki? 
Jawaban: Pembangunan infrastruktur di desa Amplas masih ada yang 
belum diperbaiki seperti jalan yang ada di dusun I dek, karena jalan itu 
bukan wilayah yang didanai oleh ALokasi Dana Desa dan Dana Desa, tapi 
itu tugas dari dinas pekerjaan umum kabupaten dek. Makanya belum 
diaspal karena bukan tanggungjawab pemerintah desa Amplas. 
f. Apakah pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai 
perencanaan? 
 Jawaban: Pelaksanaan atau penerapan sudah sesuai peraturan dek dan 
sesuai RKP. Tapi masih ada yang diperaturan Permendagri No. 113 & 114 
Tahun 2014 belum semua dapat dilaksnakan sepeti Bumdes. Kami hanya 
melaksanakan yang lebih prioritas dek dan yang sangat dibutuhkan 
masyarakat desa. 
3. Tahap Penatausahaan 
a.  Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
 Jawaban: Penatausahaan dilakukan bendahara dengan mencatat dari 
peroses penerimaan kas dan pengeluaran kas dek. 
4. Tahap Pelaporan 
a.  Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 









5. Tahap Pertanggungjawaban 
a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Dilaksanakan sesuai yang direncanakan sampai dengan 
pertanggungjawaban dana yang digunakan. 
b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakaukan oleh pemerintah desa dalam 
proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: LRA, RAB, RKP, Kwitansi dan NPWP. 
c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 
pertanggungjawaban administrasi?  
Jawaban: Ada, beberapa toko tidak memiliki NPWP 
d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah 
ditentukan?  
Jawaban: Sudah. Bahkan pelaporan melalui system online juga. 
e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 
Jawaban: pelaksanaan sudah sesuai RKP. 
 
6. Tahap Pengawasan  
a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa 
dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa? 
Jawaban: Setiap kegiatan yang ada di desa ada pengawasan dilakukan 
oleh tim pelaksana pembanguanan, LKMD, BPD, Tim pendamping desa 








Informan : Adi Siswanto 
Jabatan : Sekretaris Desa 
Tempat : Kantor Desa Amplas 
Tanggal : 30 Januari 2019 
 
1. Tahap Perencanaan 
a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang dilakakukan pemerintah Desa Amplas? 
Jawaban:  Mekanismenya dek dimulai dari Musdus, Musdes, RKP Desa, 
RPJM Desa, danAPBDesa. RPJM ini direncanakan tahun 2015 untuk 
jangka 6 tahunan dek. Pemerintah esa melalui prosedur dan peraturan yang 
ada. 
b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Partisipasi masyarakat sangat aktif danmendukung kegiatan 
yang akan direncanakan dek. 
c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD)?  
Jawaban: Dalam Musdes ini dek semua elemen diundang dalam rapat 
seperti Pemdes, LKMD, BPD, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, 
kelompok tani, Pers, dan kepala Dusun. Kepala Dusun membawa apirasi 
masyarakat waktu Musdus. 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  yang 





Jawaban: Pembangunan drainase, Pemberdayaan PKK, Pelatihan 
perangkat desa dan lain-lain dek. 
e. Bagaimana pemerintah desa mengakomidir segala masukkan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD)? 
Jawaban: Menyerap aspirasi masyarakat yang diperlukan untuk desa. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Menggunakan papan informasi yang ada di kantor desa. 
b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan 
partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Mayarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan dan rapat desa. 
c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Setiap kegiatan yang direncanakan selalu melibatkan masyarakat 
dan setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan. 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
sudah dilaksanakan? 
Jawaban: Pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, MTQ desa, pelatiahan 
perangkat desa, pelayanan kesehatan dan lain-lain dek. 






Jawaban: Pembangunan sudah dilaksanakan. 
f. Apakah pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai 
perencanaan? 
Jawaban: Pelaksanaan sudah sesuai RKP Desa. Semua di terapkan sesuai 
kebutuhan dan kesesuaian dana. 
 
3. Tahap Penatausahaan 
a.  Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Penatausahaan dilakukan bendahara dek, dari kas keluar dank 
as masuk harus dicatat dek. 
 
4. Tahap Pelaporan 
a.  Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Pelaporan juga dilakukan bendahara kepada kepala desa dek 
seperti laporan realisasi. 
 
5. Tahap Pertanggungjawaban 
a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: dilaksanakan sesuai rencana, setiap program yang dilaksanakan 
harus ada pelaporan dan pertanggungjawaban dek dan melibatkan 
masyarakat dek. 
b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakaukan oleh pemerintah desa dalam 
proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 





c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 
pertanggungjawaban administrasi? 
Jawaban: Tidak ada dek dan itu jug tugas bendahara. 
d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah 
ditentukan?  
Jawaban: Sudah sesuai struktural dek bahkan pelaporan melaui system 
online.  
e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 
Jawaban: Pelaksanaan sudah sesuai yang direncanakan. 
6. Tahap Pengawasan  
a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa 
dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa? 





















Informan : Ahmad Samsuri 
Jabatan : Kaur Keuangan 
Tempat : Kantor Desa Amplas 
Tanggal : 30 Januari 2019 
 
1. Tahap Perencanaan 
a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang dilakakukan pemerintah Desa Amplas? 
Jawaban: Dimulai dari Musdus, Musdes, RKP Desa, RPJM Desa, 
danAPBDesa.  
b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Partisipasi masyarakat sangat tinggi dek. 
c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD)?  
Jawaban: Pemdes, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BPD. 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  yang 
didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?  
Jawaban: Pembangunan jalan, Pembangunan drainase, Pemberdayaan 
PKK, Pelatihan perangkat desa dan BPD. 
e. Bagaimana pemerintah desa mengakomidir segala masukkan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD)? 






2. Tahap Pelaksanaan 
a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Setiap yang dilaksanakan diumumkan dipapan informasi. 
b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan 
partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan,informasinya kami 
tampilkan atau kami letak di papan informasi agar masyarakat dapat 
melihatnya. 
c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Setiap kegitan yang dilaksanakan disampaikan atau dilaporkan 
akhir tahun di rapat desa dan melibatkan masyarakat. 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
sudah dilaksanakan? 
Jawaban: Pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, MTQ desa, pelatihan 
perangkat desa, pelayanan kesehatan. 
e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau 
diperbaiki? 
Jawaban: Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai rencana. 






Jawaban: Dilaksdanakan sudah sesuai RKP Desa dan di terapkan sesuai 
kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dana. 
 
 
3. Tahap Penatausahaan 
a.  Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Jadi dek, saya selaku bendahara desa melakukan pencatatan 
atas pengeluaran dan penerimaan kas desa seperti pembelian alat-alat 
oprasional kantor, konsumsi rapat dan lain-lain harus menggunakan bukti 
seperti bon faktur. Setelah Itu saya laporkan kepada kepala desa setiap 
bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Kami selalu taat peraturan 
dek. 
 
4. Tahap Pelaporan 
a.  Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Pelaporan tentang Alokasi dana Desa dilakukan 2 tahap dek, 
tahap semester pertama dan tahap semester akhir tahun, dan yang 
dilaporkan tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes. 
 
5. Tahap Pertanggungjawaban 
a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: dilaksanakan sesuai rencana.Setiap kegitan yang dilaksanakan 






b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakaukan oleh pemerintah desa dalam 
proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Pelaporan pertanggungjawaban yangdilakukan pemerintah dese 
seperti RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi, laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan 
kekayaan milik desa. Dan pelaporan ini sekarang sudah system online 
yaitu Siskeudes. 
c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 
pertanggungjawaban administrasi? 
Jawaban: Kesulitannya ketika laporan harus dilaporkan tapi masih dalam 
pengerjaan  
d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah 
ditentukan?  
Jawaban: Pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah 
melalui jalur structural. 
e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 
Jawaban: Pelaksanaan sudah sesuai yang direncanakan yang ada di RKP 
Desa. 
6. Tahap Pengawasan  
a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa 
dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa? 










Informan : Adi Syahputra Purba 
Jabatan : Kaur Umum dan Perencanaan 
Tempat : Kantor Desa Amplas 
Tanggal : 29 Januari 2019 
 
1. Tahap Perencanaan 
a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang dilakakukan pemerintah Desa Amplas? 
Jawaban: Melalui rapat desa seperti Musdus, Musdes, RKP Desa, RPJM 
Desa, danAPBDesa.  
b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Rata-rata bergemberi dan antusias. 
c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD)?  
Jawaban: Masyaarakat desa, Kepala dusun, Pemdes, tokoh masyarakat, 
tokoh agama dan BPD. 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  yang 
didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)?  
Jawaban: Drainase, jalan dan rumah ibadah. 
e. Bagaimana pemerintah desa mengakomidir segala masukkan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD)? 





2. Tahap Pelaksanaan 
a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Sangat berperan dan penyampaian melalui papan informasi. 
b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan 
partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Memberikan informasi melalui papan informasi dan melibatkan 
masyarakat. 
c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Ini wewenang bendahara desa dek. Tetapi setiap kegiatan yang 
dilaksanakan harus ada pertanggungjawaban. 
d. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
sudah dilaksanakan? 
Jawaban: Pembangunan jalan, pemberdayaan PKK, MTQ desa, pelatihan 
perangkat desa, pelayanan kesehatan. 
e. Apakah pembangunan infrastruktur desa Amplas sudah dibangun atau 
diperbaiki? 
Jawaban: Pembangunan sudah dilaksanakan seperti pembangunan jalan. 
f. Apakah pelaksanaan atau penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai 
perencanaan? 







3. Tahap Penatausahaan 
a.  Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Bendahara yang melakukan pencatatan dek. 
 
4. Tahap Pelaporan 
a.  Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan pemerintah desa tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Bendahara melaporkan kepada kepala desa dek. 
 
5. Tahap Pertanggungjawaban 
a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: Setuao kegiatan yang dilaksanakan harus 
dipertanggungjawabkan dengan laporan. 
b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakaukan oleh pemerintah desa dalam 
proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)? 
Jawaban: RKP, RPJM dan laporan realisasi. 
c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 
pertanggungjawaban administrasi? 
Jawaban:Tidak ada. 
d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur stuktural yang telah 
ditentukan?  





e. Apakah telah sesuai pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 
Jawaban: Pelaksanaan sudah sesuai yang direncanakan. 
6. Tahap Pengawasan  
b. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada desa 
dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa? 



























Dokumentasi Saat Wawancara 
 












   

































































































































Rencana Anggaran Biaya 2018 
Bidang   : Pembinaan Masyarakat 
Kegiatan  : Pembinaan PKK 
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 
Pendanaan  : 







Kesekretariatan    5.930.000 APBN 
1. Pembuatan 
Papan Data 
14 Pcs 250.000 3.500.000  
2. Perjalanan 
Dinas 
     
    -Ketua PKK 12 Kali  60.000 720.000  
    -Sekretaris PKK 12 Kali  50.000 600.000  
    -Bendahara       
PKK 
12 Kali 50.000 600.000  
Sub Total    5.420.000  
      
Kegiatan/Pokja I      
1. Gotong Royong 
(1 Kali) 
     
    -Nasi 30 Bungkus 15.000 450.000  
    -Aqua 2 Kotak 30.000 60.000  
Sub Total    510.000  














Bidang   : Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan  : Pembinaan PKK/Pokja II 
Waktu Pelaksanaan : 1 Hari 
   : Pelatihan Pembuatan ACRILIE 
Pendanaan  : 









    APBN 
1. Honor Totor 2 
Orang 
2 Hari 200.000 400.000  
Sub Total    400.000  
      
2. Beli Bahan 1 Ps 1.500.000 1.500.000  
Sub Total    1.500.000  
      
3. Konsumsi      
    -Nasi Bungkus 40 Bungkus 15.000 600.000  
    -Snack 40 Bungkus 7.500 300.000  
    -Aqua Gelas 2 Kotak 30.000 60.000  
    -Aqua Botol 20 Botol 3.000 60.000  
Sub Total    1.020.000  
Jumlah 2.920.000  
 
 
Bidang   : Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan  : Pembinaan PKK/Pokja II 
Waktu Pelaksanaan : 1 Hari  
   : Pelatihan Pembuatan Roket ubi 
Pendanaan  : 









    APBN 
1. Honor Totor 2 
Orang 
2 Hari  200.000 400.000  





      
2. Beli Bahan 1 Ps 500.000 500.000  
Sub Total    500.000  
      
3. Konsumsi      
-Nasi Bungkus 40 Bungkus 15.000 600.000  
-Snack 40 Bungkus 7.500 300.000  
-Aqua Gelas 2 Kotak 30.000 60.000  
-Aqua Botol 20 Btl 3.000 60.000  
Sub Total    1.020.000  
Jumlah Total 1.920.000  
 
 
Bidang   : Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan  :- Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan (LKMD, PKK) 
    -Penyuluhan Penanggulangan Narkoba 
Waktu Pelaksanaan :1 Hari 
Pendanaan  : 







Belanja Barang dan 
jasa 
    APBN 
1. Honor Narasumber 
(2 Orang x 3 Jampel) 
6 Jampel 75.000 450.000  
      
2. Konsumsi      
-Nasi 70 Kotak 15.000 1.050.000  
Snack 140 Kotak 7.500 1.050.000  
-Buah Pisang 2 Sisir 15.000 30.000  
-Buah Jeruk 2 Kg 18.000 36.000  
      
3. ATK      
-Buku Tulis 70 Buah 5.000 350.000  
-Pulpen 70 Buah 4.000 280.000  
      
4. Sound System 1 Set 500.000 500.000  
      
5. Dokumentasi 20 Buah 2.500 50.000  
      
6. Spanduk 1 Buah 100.000 100.000  





Bidang   :Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan  :Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan LKMD 
Waktu Pelaksanaan :12 Bulan 
Pendanaan  : 







Kesekretariatan    750.000 ADD 





     
 Snack 40 Kotak 7.500 300.000  
Sub Total    300.000  
      
2. Perjalan Dinas      
 Ketua 
LKMD 
4 Hari 50.000 200.000  
 Bendahara 
LKMD 
1 Hari 50.000 50.000  
 Sekretaris 
LKMD 
2 Hari 50.000 100.000  
 Anggota 
LKMD 
2 Hari 50.000 100.000  
Sub Total    450.000  
      
Kegiatan      
1. Gotong Royong 3 
Kali  
     
 Nasi 140 Bungkus 15.000 2.100.000  
 Aqua Gelas 6 Kotak 25.000 150.000  
Sub Total    2.250.000  
      










Bidang   : Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan  : PenyelenggaraannKegiatan MTQ Tingkat Desa 
Waktu Pelaksanaan : 2 Hari 
 
Pendanaan  : 







Belanja Brang dan 
jasa 
     
-Pembelian Trophy 12 Set 200.000 2.400.000  
-Honor Juri 12 Orang 200.000 2.400.000  
-Konsumsi Snack 300 Kotak 7.500 2.250.000  
-Konsumsi Makan 
Panitia/Juri Hari H 
50 Kotak 15.000 750.000  
-Pembuatan Piagam 36 Buah 50.000 1.800.000  
-Dokumentasi 1 Ls 200.000 200.000  
-Dekorasi 1 Ls 200.000 200.000  
      
Jumlah Total 10.000.000 ADD 
 
 
Bidang   : Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan  : Pengadaan Srana /Prasarana Olahraga 
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan 
Pendanaan  : 







Belanja Barang dan 
jasa 
     
-Net/Jaring Bola 
Volly 
3 Buah 300.000 900.000  
-Net/Jaring 
Badminton 
1 Buah 300.000 300.000  
-Bola Volly 6 Buah 300.000 1.800.000  
Bola Kaki 16 Buah 200.000 1.200.000  
-Raket 2 Buah 500.000 1.000.000  





-Bola Badminton 6 Slochk 100.000 600.000  
      
Jumlah total 6.600.000 ADD 
 
 
Bidang   : Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan  :- Pembinaan PKK/Pokja IV 
     -Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu 
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
Pendanaan  : 







Belanja Barang dan 
Jasa 
     
-Insentif Kader (18 
Org x 12 Bln) 
216 Bulan 50.000 10.800.000  
-Insentif PPKBD 12 Bulan 50.000 600.000  
Sub Total    11.400.000  
      
-Konsumsi      
 Telur Ayam 
Ras 
540 Butir 2.000 1.080.000  
 Roti Biskuit 540 Butir 2.000 1.080.000  
Sub Total    2.160.000  
      




















Bidang   : Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan  : Ongkos Angkut raskin 
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan 
 
Pendanaan  : 







Belanja Barng dan 
Jasa 
    ADD 
-Upah Angkut 
(900.000 x 12 Kali)) 
12 Kali 900.000 10.800.000  
      




































































































     
 
    
         
      
 




















1 2 3     4 





1 1     
Pendapatan Asli 
Desa 
4.501.338  6.986.429     
1 1 4   
Lain-Lain 
Pendapatan Asli 
desa yg Sah 
       
      Bunga Bank 4.501.338  6.986.429     
                 
1 2     
Pendapatan 
Transfer 
1.207.674.000  1.207.674.000     
1 2 1   Dana Desa 707.857.000  707.857.000    DD 
1 2 2   




79.892.000  79.892.000    
BHP
RD 
1 2 3   Alokasi Dana Desa 419.925.000  419.925.000    ADD 
1 2 4   Bantuan Keuangan        
1 2 4 1 Bantuan Provinsi        
1 2 4 2 
Bantuan Kabupaten 
/ Kota 
       
                 
1 3     
Pendapatan Lain 
lain 
       
Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Pelaksanaan APBDesa 









1 3 1   
Hibah dan 
Sumbangan dari 
pihak ke-3 yang 
tidak mengikat 
       




       
                 
JUMLAH PENDAPATAN 1.212.175.338  1.214.660.429     
                 
2       BELANJA 1.303.830.954  1.297.434.954 6.396.000   





425.249.254  422.749.254  2.500.000   
2 1 1   
Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan 
255.138.120  255.138.120     
2 1 1 1 Belanja Pegawai:        
        
-  Penghasilan 
Tetap Kepala Desa  
dan Perangkat 
163.200.000  163.200.000     
        
-  Tunjangan 
Kepala Desa dan 
Perangkat  
38.400.000  38.400.000     
        -    Tunjangan BPD  49.200.000  49.200.000     
    
-Tunjangan BPJS 
Ketenagakerjaan 
4.338.120 4.338.120   
         
2 1 2   
Operasional 
Perkantoran 
92.003.880  90.503.880  1.500.000  ADD 
2 1 2 2 
Belanja Barang dan 
Jasa 
51.943.880  50.443.880  1.500.000   
        - Alat Tulis Kantor 6.773.880  6.773.880     
        -  Benda POS 1.500.000  1.500.000     
    
-Cetak dan 
Penggandaan 
8.280.000 8.280.000   
        
- Pakaian Dinas dan 
Atribut 
4.800.000  4.800.000     
        -  Perjalanan Dinas  3.500.000  3.500.000     
        









        
-  Honor Tim 
Penyusunan 
RKPDes 
2.500.000  2.500.000     
        
-  Pembayaran Air, 
Listrik, Telepon dan 
internet 
9.000.000  9.000.000     
        
-  Alat dan 
kebersihan Kantor 
980.000  980.000     





2.400.000  2.400.000     
        -  Biaya Rapat desa 3.150.000  3.150.000     
        
 -Biaya Operasional 
Petugas Raskin 
2.160.000  2.160.000     




1.500.000  1.500.000  
    -Honor TPK 900.000 90.000   
2 1 2 3 Belanja Modal 40.060.000  40.060.000    ADD 
        
- Pengadaan 
Peralatan Kantor 
40.060.000  40.060.000     
                 
2 1 3   Operasional BPD 1.115.916  1.115.916    
Silva 
ADD 
2 1 3 2 
Belanja Barang dan 
Jasa 
       
        -  ATK 170.916  170.916     
        
-  Cetakan 
danPenggandaan 
45.000  45.000     
        -  Biaya Rapat 450.000  450.000     
        -Perjalanan Dinas 450.000  450.000     
         






28.000.000  27.000.000  1.000.000  ADD 
2 1 4 2 
Belanja Barang dan 
Jasa 
       
        
-  Perjalanan Dinas 
Luar Daerah 
10.000.000  10.000.000     
        
-  Penyuluhan SDM 
Kepla Dusun 





        
-  Bimbingan 
Teknis SDM 
Sekretaris  Desa dan 
BPD 
9.000.000  9.000.000     
        
-Pelatihan SDM 
Perangkat Desa 
8.000.000  8.000.000     
                 









17.450.000  17.450.000     
2 1 7 2 
Belanja Brang dan 
Jasa 
17.450.000  17.450.000     
    -Cetak dan 
Penggandaan 
16.560.000  16.560.000     
        -  Pelatihan 890.000  890.000     
                
                




31.541.338  31.541.338    ADD 
2 1  13 2 Belanja Modal  31.541.338  31.541.338     
        




22.900.000       
        
-  Pengecatan 
Kantor Desa 
4.140.000  4.140.000     
        
 -Pintu Pagar 
Kantor 
4.501.338  4.501.338     
             




























         
2 2 6   
Jalan 
Permukiman 
819.955.700  819.955.700    DD 
2 2  6 3 Belanja Modal        
    -Draenase 
Gg.Sakura Dsn I 
61.030.600  61.030.600    DD 
        
- Paving Block Dsn 
III.A 
240.830.000  240.830.000    
DD 
        
- Paving Block 
Gg.Sakura 6 
55.005.000  55.005.000    
DD 
        
- Paving Block 
Gg.Mawar 5 
 78.195.000 78.195.000    
DD 
        
- Paving Block Gg. 
Anggrek 9B 
14.337.500  14.337.500    
DD 
    
- Pavling Block 
Gg.Anggrek 9A 
37.600.000 37.600.000  
DD 
    
- Balai Umum Dsn 
II 
122.848.800 122.848.800  
DD 
    
-Balai Umum Dsn 
III 
91.021.400 91.021.400  
DD 
    
- Draenase G Dsn 
IV 
119.087.400 119.087.400  
DD 








    
2 2 33  
Buku Peralatan 
Belajar PAUD 
    
2 2 33 3 Belanja Modal     
    
- Alat praga 
Edukatif dan Buku 
Belajar PAUD 
    
         




34.266.000  30.370.000  3.896.000  DD 





Karang Taruna)  





       - LKMD  3.000.000  3.000.000    DD 
2 3 1 2 
Belabja Barang dan 
Jasa 
       
    - Sosisalisasi 
Narkoba 
       
        
-Penyuluhan 
Kamtibmas  
       
        - Konsumsi         
        - Bahan Pelatihan        
                
2 3 1    PKK 14.666.000  14.666.000    DD 
2 3 1 2 
Belanja Barang dan 
Jasa 
       
        
 - Pembinaan TP 
PKKPokja I 
5.930.000   5.930.000     
    
- Pelatihan 
Pembuatan Accrile 
2.920.000 2.920.000   




1.920.000 1.920.000   
    
- Penyuluhan 
Narkoba 
3.896.000 3.896.000   
         
2 3 1    Karang Taruna        
2 3 1 2 
Belanja Barang dan 
Jasa 
       
    - Pelatihan 
Karangan Bunga 
       
                







       
2 3 3   
Pengelolaan 
Posyandu 
       
2 3 3 2 
Belanja Barang dan 
jasa 





        
 - Honor Insentif 
Kader 
       
     
- Makanan 
Tambahan 
       
                 




       
2 3 5   
Peringatan 1 
Muharam 1440 H  
       
2 3 5 2 
Belanja Barang dan 
Jasa 
       
        
- Honor dan Insentif 
Juri 
       
        - Perlengkapan        
                 




       
        
 - Peringatan HUT 
RI 17 Agustus 
2018 
       
2 3 6 2 
Belanja Barang dan 
Jasa 
       
        
 - Perlengkapan 
Kegiatan Hari 
Besar Nasional 
       
                
2 3 7   
 Kegiatan Sosial 
Budaya dan 
Olahraga 
      ADD 
    
- Pengadaan Tenis 
Meja 
6.600.000 6.600.000   
    
Pengadaan Fasilitas 
Sarana Olahraga 
    
2 3 7 2 
Belanja Barang dan 
Jasa 
    
    
- Perlombaan MTQ 
Desa 
10.000.000 10.000.000   
         













   ADD 
    - Insentif  11.400.000 11.400.000   
    
- Makanan 
Tambahan 
2.160.000 2.160.000   
         
    
Ongkos Angkut 
Rastra 
10.800.000 10.800.000   
    
- Upah Angkut 
(Truck) 
    
         




    
Belanja Barang dan 
Jasa 
    
    
- Bantuan Bencana 
Alam 
    
         
Jumlah Belanja 1.303.830.954 1.297.434.954 6.396.000  
Surplus/Defisit (91.655.616) (82.774.525)  (8.881.091)  
         
3       PEMBIAYAAN         
3 1    
Penerimaan 
Pembiayaan  
       
3 1 1   SILPA  91.655.616  91.655.616     
3 1 1 1 
Perlampauan 
PADesa 
    
3 1 1 2 
Penghematan 
Belanja 
    
3 1 2  
Pencairan Dana 
Cadangan  
       
3 1 2 1 Piutang     
3 1 3   
Hasil Kekayaan  
Desa Yang di 
pisahkan  
       
JUMLAH 91.655.616  91.655.616     
                 
3 2     
Pengeluaran   
Pembiayaan  
       
3 2 1   
Pembentukan Dana 
Cadangan  





3 2 2   
Penyertaan Modal 
Desa  
       
3 2 2 1 
Penyertaan Modal 
Untuk BUMDes 
    
3 2 2 2 
Penyertaan Modal 
Untuk UED-SP 
    
3 2 2 3 
Penyertaan Modal 
Untuk UP2K-PKK 
    
Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan 
    
Pembiayaan NETTO 91.655.616    
SILVA Akhir     6.396.000   
                 
         
         
      Amplas, 04 Februari 2019 
      
Kepala desa Amplas 
Kec. Percut Sei Tuan 
       
 
 
      TTD 























LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 
 
Uraian Tahun N (2018) 
(Tahun Periode 
Pelaporan) 
Tahun N-1 (2017) 
(Tahun Sebelumnya) 
I. Aset Desa   
A. Aset Lancar   
1. Kas Desa   
    a. Uang Kas di Bendahara Desa    
    b. Rekening Kas Desa Rp. 2.027.770.000 Rp. 7.230.838 
   
2. Piutang   
    a. Piutang   
    b. Piutang Sewa Tanah   
    c. Piutang sewa Gedung   
    d. Dst…   
   
3. Persediaan   
    a. Kertas Segel   
    b. Materai   
    c. Dst   
Jumlah Aset Lancar Rp. 2.027.770.000 Rp. 7.230.838 
B. Aset Tidak Lancar   
1. Investasi Permanen   
    -Penyertaan Modal   
   
2. Aset Tetap   
   a. Tanah Rp.   1.530.000.000 Rp.     2.467.523.000 
   -Tanah Kantor Desa Rp.   1.130.250.000 Rp.       980.523.000 
   -Tanah Kas Desa Rp.      250.000.000 Rp.       185.000.000 
   -Tanah/Lapangan Sepak Bola Rp.      150.000.000 Rp.    1.302.000.000 
   
   b. Peralatan dan mesin Rp.        22.500.000 Rp.       200.936.960 
   
   c. Gedung dan bangunan Rp.        70.000.000 Rp.         55.000.000 
   
   d. Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp.      670.000.000 Rp.       875.000.000 
   
3. Dana Cadangan   
    -Dana Cadangan   
   
4. Aset Tidak Lancar Lainnya   






Jumlah Aset (A+B) 
             
Rp.2.363.777.770   
 
Rp. 3.660.690.798 
II. Kewajiban Jangka Pendek Rp. Rp. 
















































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
I.  IDENTITAS DIRI 
1. Nama   : Candra Suyatmiko 
2. NIM   : 52151007 
3. Tempat/Tgl Lahir  : Batu Lima, 12 Desember 1996 
4. Pekerjaan   : Mahasiswa  
5. Alamat   : Jln. Gurila Gang Buyung Ali No. 8d 
II. RIWAYAT PENDIDIKAN 
1. Tamatan SDN 013843 Terusan Tengah Tahun 2009 
2. Tamatan SMPN 1 Tinggi Raja Tahun 2012 
3. Tamatan SMAN 3 Kisaran Tahun 2015 
4. Tamatan UIN Sumatera Utara Tahun 2019 
III. RIWAYAT ORGANISASI 
1. Menteri Kaderisasi KSEI Universal Islamic Economic (UIE) UIN Suamtera 
Utara 2018. 
2. Kabid. Kaderisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Medan 2017-2018 
3. Kadiv. Pariwisata dan Lingkungan Ikatan KomunikasinMahasiswa Asahan 
2018-2020. 
4. Kadiv. Lingkungan Hidup Generasi Baru Indonesia (GenBI) UIN Sumatera 
Utara 2018-2019. 
